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Pendahuluan

Pengembangan sumberdaya manusia
menjadi penting dalam perencanaan
pembangunan nasional. Semuanya menyadari
hal itii. Secara ideal, tujuan pembangunan
nasional telah merumuskan bahwa manusia
adalahsentraldari segalakegiatanpembangunan.
Ungkapan manusia seutuhnya danmasyarakat
Indonesia seluruhnya sebagai tujuan
pembangunanjelas menggambadcan sentralnya
posisi manusia.

Penganpendekatansistemik,pendidikan
merupakan salahsatusubsistem dari subsistem
lainnya seperti ekonomi, 'politik, budaya dan
lainnya dal^ suatu sistem pembangunan. Bagl
pembangunan, pendidikan berfungsi
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
yaitu .'meningkatkan kemampuannya untuk
melestarikan nilai, untuk membuatkreasi budaya
dan teknologi, serta menyiapkan manusia
produktif, termasiik tenaga kerjanya (Noeng
Muhadjir, 1986).

Menyongsongera tinggal landas ditinjau
dari segi pendidikan sumberdaya manusia,
berarti kitaperlu menyiapkan kualitas manusia
yang mampu mengadopsi teknologi, yang
mampu memberikan kontribusi nilai tambah
perkapita yang tinggi dan mampu hidup dalam
struktur sosial dan fungsi sosial yang lebih
kompleks.

Namun demikian, kesadaran akan
I^ntingnya pemanfaatan sumberdaya manusia
itu tidaksecaraotomatis membuahkan kebijakan
yangmemadai untukitu. Adakesenjangan anlara
kesadaran, harapan dan kehendak di satu sisi
dengan realitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di sisi Iain.

Setidak-tidaknya ada dua penyebab
utama kesenjanganitu. Pertama, menyangkut
aspek konseptual. Kedua, menyangkut strategi
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
manusia itu sendiri. Penyebab pertama, dapat
dilihat dari simpang siurnya pengertian
pengembangansumberdayamanusiadi kalangan
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perencanaan pembangunan. Ada model
pendekatan human capital yang diminati
kalanganekonomi. Adamodelpendekatan dua
dimensi, kualitas fisik dan nan fisik, yang
dikenalkan Menteri KLH. Ada model

pendekatan pemecahan masalah yang
dikembangkan BAPPENAS (Rozy Munir,
1992:4). Dengan beraneka ragamnya model
pendekatan tersebut, tentu akan membawa
dampak pada simpangsiurnya kebijakan
pengembangan sumberdaya manusla. Dari
kesimpangsiuran pengertian ini akan
menyebabkan straiegi pengembangan dan
pemanfaatan sumberdaya manusiayangberbeda.

Pendidikan menipakan satu sisl dari
pengembangan sumberdaya manusia. Secara
global, pengembangan 'sumbbrdaya manusia
mcnyongsong, pengembangan visi dan
pemikiran mcngenai .langgung jawab
memperkuat proses pcrkembangan bangsa
menjadi masyarakal modem.

Sehubungan dengan ha! tersebut, maka
dalam tulisan ini akan mencoba mengungkap
dan mcmecalikan masalah pokok yaitu : (I)
Bagaimanakonsepsumberdayamanusiadilinjau
dariaspekpendidikan. (2) Bagaimana slratcgi
pemanfaatan potensi sumberdaya manusia
melalui jalur pendidikan.

Dari jawaban kcdua permasalahan
tersebut tulisan ini diharapkan dapat dijadikan
bahan pemikiran dalam rangka pengembangan'
sumberdaya manusia. Di sampingitutulisanini
diharapkan dapatdijadikan sebagaibahan untuk
menentukan langkah-langkah dan stratcgi
bcrdasarkanpolcnsisumberdayamanusiasesuai
dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam kajian ini lidak lepas dari icma
seniral,yaitu "PcrspcktifPcmikiran Islam Dalam
Pengembangan Sumberdaya Manusia".
Sementara pada kajian ini dibalasi pada
Pemanfaatan Potensi sumberdaya manusia
(Tinjauan EdukatiQ. Dalam studiagamadikenal
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duajenis pendekatan, yaitupendekatan seorang
believer dan pendekatan seorang historian
(Richard C. Martin, 1985:15: M. Amin AbuUah,
1993:22). Di satu sisi pendekatan seorang be
lieverhanya bertumpupada keyakinansepenuh
hati, di sisi lain seorang historian mumi hams
berpikir obyektif-positivistik-realistik.

Untuk menjembatani dua pendekatan
yang berlainan ini. penulis mencoba
menggunakan pendekatan fenomenologi
(Edmund Husserl, 1959)dan realisme-metafisik
(Karl R. Popper, 1902) lerutama logika
dcduksinya. (KarlR. Popper, 1983-xx).

Sebelum- membahas tentang
pemanfaatanpotensisumberdayamanusiadalam
kaitannya dengan pendidikan dalam rangka
proses pencapaian tujuanpembangunan, perlu
kiranya dikaji lebih dahulu beberapa teori
pembangunan.

Pembangunan merupakan islilah yang
bermakna ganda, ada beberapa islilah yang
mcmiliki pengertian serupa, seperti perubahan
sosial, pcriumbuhan, evolusi, kemajuan dan
modemisasi. Beberapa islilah tersebut kecuali

•perubahan sosial mempunyai makna perubahan
kearah/tujuan tertentu yangbemilai tinggialau
posisif. Ada satu definisi "Changes'in social
policy which arisefrom alternatives inthesclae
or range ofah excting provision" (Phoebe Hall
et.al, 1975:19; AstridS.Susanto, 1984:6). Dari
definisi iniyangmcnonjol adalahkemungkinan
untuk mengukurnya terhadap keadaan
sebelumnya, serta akibai sosial (dalam arti
positiO yang diharapkan akan dihasilkan suatu
pcrkembangan. Untukitu perluditelusuri teori
pembangunan atas dasar pemikiran dan
pendekatan para filosof dan ilmuwan sosial.

Anaiksis dan Konseptualisasi
Dalammelaksanakan pembangunan dua

asset pokok yang harus dimiliki, yaitu
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.



Dari (lua asset pokok ini, sumberdaya manusia
lebih penling daripada sumberdaya alam. Karcna
bagaimanapunmelimpahnyasumberdayaalam,
tanpa adanya kemampuan sumberdaya manusia
untuk mengolah dan mengclolanya. akan sia-
sia.

Secara makro, pengcmbangan
sumberdaya manusia adalah suatu upaya untuk
mcngembangkan kualitas atau kemampuan
sumberdaya manusia, agar mampu mengolah
danmcngclolasumberdayaalam, schlnggadapat
digunakan untuk kescjahicraan masyarakat
scbagai lujuan akhir.dari pcmbangunan
(Sockidjo Noioaimodjo, 1992:V) salah satu
bcntukpcngembangankcmampuansumbcrdaya
manusia itu adalah pendidikan dalam arii yang
luas.

Pada dasarnya manusia di samping
makhluk individu juga merupakan makhluk
sosial, dimana secara naluri manusia Itu ingin
hidup bcrkelompok.Perwujudandari kehidupan
kelompok ituaniara laintimbulnya brganisasi-
organisasi atau lembaga-iembaga sosial atau
masyarakat. Didalamsuatuorganisasi, anggota
atau individu dapat menyalurkan sebagian dari
kebutuhannya antara lain menunjukkan harga
diri dan statussosialnya.

Sebagai makhluk individu maupun
sosial, manusia mempunyai bcrbagai macam
kebutuhan yang hams dipcnuhi baik yang bersifat
fisik maupun psikis. Bila hal ini dilihat dari segi
psikologis maka telah banyak teori tehtang
struktur jiwa manusia, antara lain yang
dikemukakan S. Freud bahwa jiwa manusia
terbagi padaId,dorongan; ego, pengendali dari
dirinya sendiri; super ego, pengendali "dari luar
dirinya. Sementara ituA1 Ghazali menyebulkan
nqfs (nafsu) yang terdiri dari nqfsualbahimiyah,'
nafsu binatang; nafsu al insaniyah, nafsu
manusia; tutfsu al maiakiyali, nafsu malaikat;
n(^su al ilahiyah, nafsu ketuhanan.

Lebih rinci, Abrahan H. Moslow
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mengklasifikasikan kebutuhan manusia ini
dalam tihgkatan-tingkatan kebutuhan yang
selanjutnya disebut hifarki kebutuhan manusia.
Kebutuhan itu ialah (I) kebutuhan fisiohgis
yangmerupakan kebutuhan dasafmanusia (basic
needs); (2) kebutuhan keamanan (safety needs);
(3) kebutuhan sosial; (4) kebutuhan pengakuan
atau penghargaan; (5) kebutuhan akan
kesempatan mcngembangkan diri. (Soekidjo
Noloatmodjo, 1992:6-9).

Kebutuhan untuk mengcmbangkan diri
(.sclfaciuallzation)adalahmempakan kebutuhan
yang paling tinggi dari sctiap orang. Realisasi
pengcmbangan diri bcnnacam-macam bcnluk
antara lainmelaluipendidikan yang lebihtinggi
atau pclalihan peningkaian kemampuan.

Prosessadar pengcmbangan kecakapan
manusia, disebut pendidikan. Sctiap individu
ditclaah bakalnya, minatnya, prestasinya di
bidang tcricntu.dicarikan dasaricoritiknyaatau
tcrapannya dari disiplin ilmu pendidikan,
psikologi, sosiologi atau filsafat. Kesemuanya
diarahkan kcpada penelaahan untuk mengetahui
dan menghadapi individu.

Pasca Perang Dunia kc II, perccpatan
pcrtambahanpcndudukdunia be.sertaefek-efek
negatifnya bcnar-bcnar dirasakan. Sempilnya
lapangan keija, bertumpuknya tcnaga kerja atau
pengangguran, ini terjadi temtama di negara-
ncgaraberkembangtermasukdi Indonesia.Pada
fahun I960-an rancangan pendidikan lebih
diarahkan pada pemenuhan'kebutuhan keija.

Pcndckatan pengcmbangan kecakapan
manusia dcngan cara terscbut dikenal dengan
istilah Manpower Approach (Noeng Muhadjir,
1992:121). Dengan pendekatan itu akhimya
timbul kesenjangah antara pengcmbangan pro
gram pendidikan dengan pendidikan tenaga kerja
yang lersedia, atau dengan kata lain proyeksi
pengembangan lapangan kerja tidak tepat.

Dengan dem'ikian mulai disadari bahwa
fungsi pengembangan kecakapan manusia atau
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fungsi pendidikan itu bukan hanya untuk
menyiapkan manusia untuk keija, tetapi lebih
dari bagaimana menyiapkan manusia untuk
berkembariglebih baik.

Hanya dengan pendekatan manpower
approach, harkat manusiacenderung lerabaikan,
sehingga ha! ini muncul konsep Human Re
sources Development yangdiperkenalkan oleh
Harbisonpada tahun 1976, yarig mengkaitkan
manusia dengan pendidikan, kesehatan dan
relevansinya dengan kemampuan produktif
dalamarti ekonomiksumberdayamanusiapada
hakekalnyaadalah peningkatankualitas manusia
baiksecara pisik maupun psikis.

Pada dasamya pembangunan jangka
panjang pcrtama mempriorilaskan pembangunan
ekonomi. akan tetapi pembangunan dalam
pranata sosial lainnya (politik, sosial, budaya
danpertahanan keamanan) makin diiingkaikan
sepadan danagar menjalin ketahanan nasional
(GHBN 1988, Bab IV, C.2). Adiipun terapan
tcori modernisasi lampak pada perlunya lerus
diciplakari suasana yang mcndorong lumbuh-
kembangnya sikap/niiai budaya yang mampu
menjawab taniangan pembangunan. seperti
kemandirian, berwawasan masa dcpan, kerja
keras, jujurdankesatria, hemai, ccrmat, tcriib.
menghargai waklu dan penuh pcngabdian
{GBHN 1988, Bab IV tcntang kcbudayaan no.
d).

Sementara terapan leorimodal manusia
(human capital)nampak padapandanganbahwa
sumberdaya manusia, apabiladapaldibinadan
dikerahkan sebagai icnaga kerja yang efckiif,
diseiaraskan dengan pcrsyaratan kcterampilan,
keahlian dan profcsi yang dibutuiikan dalam
scmua faktor pembangunan. akan mcrupakan

• modal pembangunan yang besar (GBHN 1988.
Bab II dan Bab IV, D.21). Untuk mewujudkan
danpcmanfaatan potensi sumberdaya manusia
ini tidak lepas dengansistem pendidikan yang
ada.
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Pendidikan tinggi sebagai jenjang dari
tingkat pendidikan menengah dengan jalur
pendidikan sekolah, seperti diisyaratkan oleh
PP 30 tahun 1990itu pada dasamya terdiridari
dua pola, yailu:
1. Pola pendidikan akademik, yaitu pola
pendidikan yang menggunakan pendekatan
akademikdimanapenekannyapadapeningkatan
kualitas subyek didik semaksimal mungkin,
disamping perluasan wawasan.
2. Pola pendidikan profesional, yaitu pola
yang menggunakan pendekatan teknologik di
manapenekannyaadalah kemampuan penerapan
ilmu dalam tugas atau profcsi terleniu dengan
pcnguasaan tuntas.

Perguruan tinggi sebagaisatuanlembaga
pendidikan terdiri dari bentuk-bentukakademik,
politeknik, sekolah tinggi, inslitut danuniversi-
tas.Sekolahtinggi. institut danuniversitas dapat
menyclcnggarakan pendidikan dengan pola
akademik dan pola' profesional (teknologik),
sedangkan,politeknik dan akademik hanya
menyelenggarakan polaprofesional.

Untuk membedakan antara masing^
masing lembaga tersebut dapat dilihat gambar
sebagai berikut:
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Gambar: Lcmbaga-lembaga Perguruan Tinggi
di Indonesia

Pendidikan tinggi sebagai salah satu
wahana untuk mcmbcntuk manusia yang



berkualitas dalam kaitannya dengan
pemanfaatan sumberdaya manusia guna
mencapai tujuan pembangunan nasional,

'bukanlah merupakan masalah yangsederhana.
Pendidikan sebagai satu unit dari sistem

sosi^, biasanyadikungkung olehberbagai aturan
dan kebijakan yang tidak memungkinkan
lahimya pendidikan yangfleksibel dan mampu
itienghadapi perkembangan di sekelilingnya.
Revisi kurikulum tidak mudah dilakukan,
walaupun disadari bahwa perkembangan

. masyarakat telah jauh melampaui apa yang
didapat oleh peserta didik di bangku sekolah,
sementara pendidikan luar sekolah belum^
menemukan bentuk yang ideal. (Rusli Karim,

~ 1991:128).
Di satu sisi lembaga pendidikan adalah

. berfungsiuntukmeningkatkankualitas manusia,
di sisi lain justni lembaga pendidikan dapat
memperdalam jurang pemisah antar kelas.
Potensi sumberdaya manusia sebagian besar
berada di kelas menengah ke bawah dengan
segala keterbatasannya/kurang mampu
mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Di
sisilainpenyelenggaraanpendidikantinggi at^
dasar "Tri Dharma" perguruan tinggi yang
kesemua tujuaiinya hams berpedbman kepada
tujuan. pendidikan nasional, moral dan etika
iimu .pengetahuan, kepentingan masyarakat,

- serta memperhatikan minat, kemampuan dan
^ prakarsa pribadi (PP No. 30 tahun 1990, Bab

Ii.2)' tanpa deskriminasi apapuri seperti jenis
kelamin, agama,sukuraskedudukan sosial,dan
tingkat kemampuan ekonomi.

Namun kenyataannya perguman tinggi
diIndonesia masih terdapat kesenjarigan antara
kondisi masyarakat dengan perguman tinggi
yang ada yang oleh Afan Ghaffar disebut
"Piramida yang Terbalik", yakni antara'Upper
class, Middle class dan_ Lower class'. Yang
mendominasi duniapendidikan tinggi berasal
darikalangan "Upper Middle class", sementara
kalangan masyarakat bawah hanya menikmati .
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porsi yang sangatkecil (Afan Ghaffar, 1990:7).
Selanjutnya setidak-tidaknya ada empat
rekomendasi yang disampaikan untuk mengalasi
hal ini, dengan alternaiif kebijakan (1)
pemeriniah memberik^perlakuan khusus bagi
masyarakat kalangan bawah, (2) memberikan
subsidi yang cukupkepada masyarakat kalangan
bawah dengan memperbanyak be^iswa, (3)
memberikan subsidi yang lebih besar kepada
perguman tinggi swasta dan (4) pemerintah
hendaknya mempunyai toleransi di dalam
membinaPTS.

Dalam pembangunan nasional dikenal
Trilogi Pembangunan: pemerataan,
pertumbuhandanstabilitasnasional.Pemerataan
dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan
kebutuhan pokok, namun hasilnya belum bisa
menjangkau lapisan masyarakat bawah; Oleh
karena ituperlu adanya polapendekatan yang
lain, yaitu pendekatan yang berpusat pada
sasaran, yakni usaha -bagaimana kebutuhan
pokok itu dapat dilakukan dengan melibatkan
partisipasi aktif dari semua unsur masyarakat
yang berkepentingansertadilaksanakandengan
cara-cara yang dapat menumbuhkan swadaya
.masyarakat setempat untuk mampu mengatasi
masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.

Proses pendidikan bagi lapisan
masyarakat bawah dimana partisipasi aktif
memperoleh lahan yang subur dalam rangka
menumbuhkan swadaya mereka untuk' mampu
mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan
hidup mereka sendiri adalah pondokpesantren.

Tanpa mengurangi arti dan peran
pendidikan (SD, SLIP, SLTA danPT), maka
menurut penulis pondok pesantren mempakan
lembagapendidikanyangsangatstrategisdalam
rangka pemanfaatan potensi sumberdaya'
manusia dalam mencapai'tujuan pembangunan
nasional. -

Kenapa harus pesantren? Pesantren
diasumsikan mempunyaipenganihkuat lerhadap
masyarakat di sekitamya, bahkan kadang-kadang
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pengaruh ilu melampaui apa yang diinginkan.
Pengaruh itu nampak pada : misalhya,
kemampuan pesantren di lengah derasnya
perubahan sosial, kemampuan untuk
memobilisasi sumberdaya lokal, dan
kemampuannya menjadi benleng terhadap
kemewahan budaya konsumtif.

Program pengembangan masyarakat
melalui pesantren ini dapat dilaksanakan oleh
lembaga yang diberi nama, misalnya Biro
Pengembangan Masyarakat (BPM) dengan
aktivitasnya yang disebut misalnya Tenaga
Pengembangan Masyarakat (TPM). Disamping
ituada lembagadiluar pesantren yang berfungsi
membantu BPM, lembaga itu secara umum
disebut Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat LPSM), seperti misalnya LP3ES
dan P3M (Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat).

Operasionalisasi
Unluk mclaksanakan konsep lerscbut

tentu saja lidaklah semudah mcmbalik telapak
tangan, sebab banyak faktor harus
dipertimbangkan, baik faklor inlern^yang
menyangkutpcmanfaaiansumbcrdayamanusia
melalui pondokpesantren, maupun faktorekiem
antara lain kebijakan dan pcrencanaan pada
tingkateksckutif.

Faktor intern, pemanfaaian sumberdaya
manusia melalui pendidikan pondok pesantren,
setidak-tidanya harus memenuhi liga
persyaralan. yaitu (1) pesantren telah mcmpunyai
wawasanpembangunan yang luas, berwawasan

, global, bersifal inovalif dan bcroricniasi pada
"pcrsamaan; (2) pesantren mcmpunyai daya
molivasi yang kuat bagi bcrkembangnya gagasan
baru, eksperimcntasi dan inovasi; (3) pesantren
memiliki akses dan daya scrap bcsar terhadap
informasi dan leknologi (Billah, 1988; MA.
Fatah Sanloso, 1990:8).

Faktor ekstern. secara makro

pemanfaatan sumberdaya manusia tidak lcpa.s

58

dari kebijakan dan perecanaan tingkateksekuiif.
Dengan keputusan Presiden .telah ditetapkan
batas kewenanganme/idif///:antara»Depdikbud,
Depnaker, dan LAN. Depdikbud ditetapkan
menyelenggarakan program pre-service edu
cation, Depnaker ditugasi menyelenggarakan
program in-service education bagi angkatan
kerja nonpemerintah, sedangkan LAN
mengelola program in-service education untuk
pegawai negeri. Pusdiklat di lingkungan
Departemen didudukkan sebagai eksistensi dari
tugasLAN (Noeng Muhadjir, 1992:155).

Fungsi Biro Pengembangan Masyarakat
(BPM) dalam kaitannya dengan tugas nasional
dan tanggungjawab pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan, BPM dapat
berfungsi: (1)komplemenier, dalam arti bahwa
BPM dapat berfungsi melakukan kegiatan-
kegiaian pembangunan masyarakat dalam
bidang sektor atau daerah yang oleh karena
suatu haltidak ataubelum digarap dalamprogram
pemerintah; (2) subsider, dalam^iBPM hanya
berperan untuk memberi dukungan, menunjang
atau menjadi pelaksana dari program-program
pembangunan; (3) perantara, yakni dalam hal
lembaga-lembaga birokrasi dan program
pemerintah tidak atau belummenjangkau lapisan
bawali, maka BPM dapat berfungsi sebagai
perantara.

Untuk mencapai peningkatan
sumberdaya manusia Indonesia, maka
Depdikbud saal ini mcngcmbangkan semacam

- rcsep atau formula, yaitu setiap peserta didik
yang akan ditingkaikan dan meningkatkan
(obyek dan subyek) kualitasnyahendaknyadapat
mengcmbangkanempatpotensisckaligus, yaitu:
(1) kompcicnsi profesional, (2) kompetensi
adaptif, (3) kompetensi kecendckiaan, dan (4)
kompetensi niiai. (Ki Supriyoko, 1993).

Untuk pengembangan keempat
kompetensi terscbut, Pak Wardiman
Djojonegoro menempuh strategi yang dikenal
dengan istilah "Link and Match"



(keiersambungandan keipasangan). Selanjuinya
strategi tersebut semakin komitmen Depdikbud-
akhimya dideskripsi dalam berbagai kebij^an
operasional; antara kebijakan mengenai
pengembangan SLIP Keterampilan,
pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), sistem magang (aipprentice system),
sekolah dengan biaya tinggi dan sebagainya.
Kebijakan-kebijakanoperasional irii merupakan
penjabaran daristrategi untukmengembangkan
keempatkompetensi tersebut

Jika kebijakan tersebut diteruskan pada
lapisan masyarakat kalangan bawah, maka
prioritaspertamayang haius mendapatperiiatian
khusus adalah pondokpesantren. Dari keempat
kompetensi tersebut setidak-iidaknya dua
kompetensi telah dimiliki oleh pesantren yaitu,
kompetensi adaptif dan kompetensi niiai.
•Sedangkan dua kompetensi yang lain,
profesional dan kecendekiaan perlu
mendapatkanpenangan khusus.

Strategi pemanfaatan potensi
sumberdaya manusia melalui pondok pesantren
yangtepatadalah bagaimanamengurangi konflik
sekecil mungkin serta mempersiapkan sarana

' untuk menganlisipaisi secara produktif dan
kebijakan, sebab setiap pembangunan
"masyarakat selalu mengandung unsur konflik
yangsulitdihindarkan. Sehubungan dengan ha!
ilu perlu diperiimbangkari pula strategi yang,
mengandung kerjasama dengan lingkungan
sosialpolitik.

Sumber-sumber dana dan daya dapat
berasa! dari dalam dan dari luar. Dari dalam
berarti komuniias pendukungnya, dan selama
inipesantren diasumsikan mampu memobilisasi
sumberdana dari daya lokal. Luar, "dengan
pengertian instansi pemerintah, perusahaan
swasta, yayasan bantuan sosial, atau lembaga
dana pembangunan internasional.

Uhtuk m'engantisipasi kebutuhan
sumberdaya manusia dalam kaitannya
pendidikandimasa depan, setidak-lidakhya lima

Imam Syafi'i, Pemahfaatan Potensi Sumberdaya Manusia

lahunyangakandatang,perludiperlimbangkan
kebutuhan pembangunan jangkapanjangtahap
keII.Berdasarkan datastatistik dariDepnaker,
kebutuh^ienaga kerja pada PSPJ n yang pal
ing besar dalam sektorindustri, yaitu sebanyak
25persendari totaltenagakeija 11,9juta orang
(KR7 Nopember1993). Sement^ sektorjasa
dan sektor lain banyak membutuhkan tenaga
keijayangmempunyai latarbelakangpendidikan
manajemen.

Dengan peluang yang ada ini, kedua
bidang tersebut menjadi tulang punggung bagi
pengembangan manusiamemasuki eraindustri.
Untukilumenjadi tantangan bagipenyelenggara
pendidikanyangmembukaprogram manajemen
danteknologi.Lebih-lebihpesanlren.mampukah
lembaga pendidikan yang boleh dikatakan

^wadaya piumi dan kurang berorientasi pada
lapangan pekeijaan pada instansi baik swasta
maupun pemerintah dapat ikut andil dalam
pemanfaatanpotensi sumberdayamanusiasesuai
dengan kebutuhan pembangunan di masa
mendatang.

Dengan demikian dapat diambil satu
kesimpulanbahwa potensi sumberdaya manusia
dapat dirhanfaatkan secara maksimal dalam
rangkamencapai tujuan pembangunannasional,
jika terjadi kerjasama dari beberapa unsur baik
pemerintah selaku pembuai keputusan dan
kebijakan, kaum cendikiawan sebagai nara
sumberdanpembaharupemikiranuntukmenuju
alam "modem", lembaga-lembaga pendidikan
sebagai "pencetak" manusia,yang berkualitas,
pondok pesantren yang merupakan basis
pendidikan Islam, serta peran aktif dari
masyarakat secara luas.

Akhimya tulisanini kami,tutup dengan
ayat 13 surat Ar Ra'd yang artinya
"SesungguhnyaAllahtidakmerubahnasibsuatu
kaum (bangsa), sehingga kaum (bangsa) itu
merubah apa yang ada dalam din mereka".
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